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ABSTRAK

CATATAN

: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2020 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengawasan
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No0.4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah
diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), PP 23 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No.131, TLN No.6514), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020
No.98), Permenkeu 204/PMK.09/2015 (BN Tahun 2015 No0.1728), Permenkeu
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Permenkeu 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman bagi APIP dalam melakukan
Pengawasan terhadap pelaksanaan Program PEN. Pelaksanaan Pengawasan
dilakukan oleh Tim Pengawas sesuai dengan rencana Pengawasan. Laporan hasil
Pengawasan disampaikan oleh pimpinan APIP kepada menteri/pimpinan
lembaga/kepala daerah yang bersangkutan. Ringkasan Pengawasan disampaikan
oleh pimpinan APIP secara bulanan kepada Menteri c.q. Inspektur Jenderal paling
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. Dalam hal Menteri meminta laporan
Pengawasan terhadap pelaksanaan Program PEN secara insidentil, Inspektorat
Jenderal dapat melakukan koordinasi dengan APIP terkait informasi perkembangan
dan/atau hasil kegiatan Pengawasan yang telah dilakukan oleh APIP berkenaan.
Seluruh tahapan Pengawasan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan
media elektronik.

: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2020 dan diundangkan pada
tanggal 29 Juni 2020.

Lampiran halaman 13 s.d. 18.



